BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas kemudian dapat di tarik kesimpulan

sebagai berikut:

Bentuk perlindungan pekerja dalam hubungan industrial sudah diatur dalam
Konvensi Hak-hak pekerja yang dimana hak-hak pekerja harus dilindungi dan dijamin
agar dapat hidup, dan tumbuh mendapatkan kehidupan yang layak. Demi mewujudkan
perlindungan dan kesejahteraan keluarga maka telah berjalan kelembagaan dan peraturan

perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

5.2. Saran

Penulis menyarangkan:

1. Untuk pemerintah agar lebih intensif lagi dalam melakukan kewajiban dan
pengawasan terkait hak-hak pekerja yang di PHK kepada para pengusaha, agar
pengusaha lebih paham akan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan terhadap
pekerja.

2. Untuk pemilik usaha agar dalam menjalankan usahanya tetap berpedoman dengan
ketentuan yang berlaku demi terpenuhnya hak-hak pekerja, terkait hak-hak pekerja
yang di PHK.

3. Uutuk pekerja yang di PHK agar meningkatkan pengetahuan tentang hak

perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.
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